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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran dinas kelautan 

dan perikanan kabupaten seluma dalam memberikan perlindungan 

dan pemberdayaan nelayan berdasarkan penerapan undang-undan 

nomor 7 tahun 2016 perspektif siyasah idariyah peneliti dapat 

menarik kesimpulan:  

1. Implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan 

nelayan di Kabupaten Seluma belum berjalan optimal sesuai 

amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi kebijakan 

yang belum merata hingga tingkat nelayan, keterbatasan sumber 

daya manusia dan anggaran, sikap dan komitmen pelaksana 

yang masih perlu ditingkatkan, serta struktur birokrasi yang 

belum sepenuhnya mendukung efektivitas pelaksanaan 

program. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan 

berdampak pada belum maksimalnya penerapan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2016. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas aparatur, 

penataan birokrasi, serta dukungan sumber daya yang memadai 

agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan 

tepat sasaran. 

2. Dalam perspektif Siyasah Idariyah, peran Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Seluma merupakan bentuk tanggung 

jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan nelayan. 



 

 

Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena 

belum memenuhi prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan 

keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata 

kelola, sinergi antarinstansi, dan peningkatan kualitas pelayanan 

agar tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dapat 

tercapai secara adil dan berkelanjutan. 

B. Saran 

1. Untuk Pemerintah Daerah/Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Seluma, perlu memperkuat koordinasi lintas sektor 

dan komunikasi hingga tingkat desa, meningkatkan kapasitas 

aparatur melalui pelatihan teknis, serta menambah alokasi 

anggaran sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, diperlukan 

inovasi kebijakan dan penguatan kerja sama dengan perguruan 

tinggi serta sektor swasta guna mendukung pemberdayaan 

nelayan yang berkelanjutan. 

2. Untuk Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan 

Masyarakat Nelayan perlu lebih proaktif dalam mendukung 

kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan, terutama melalui 

penguatan koordinasi, pengawasan, serta identifikasi 

permasalahan nelayan di wilayahnya. Pemerintah desa juga 

diharapkan menyampaikan aspirasi nelayan secara tepat kepada 

dinas terkait. Bagi masyarakat nelayan, partisipasi aktif dalam 

sosialisasi, pelatihan, dan program bantuan sangat penting. 

Nelayan perlu meningkatkan kebersamaan, keterampilan, serta 

pengelolaan keuangan, termasuk penguatan kelompok nelayan, 

agar program pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal 

dan berkelanjutan. 



 

 

3. Untuk Akademik 

Bagi kalangan akademik dan peneliti, Hasil penelitian ini 

diharapkan menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam 

mengembangkan kajian implementasi kebijakan kelautan dan 

perikanan. Penelitian selanjutnya dapat menyoroti efektivitas 

pemberdayaan nelayan dari aspek sosial-ekonomi dan 

partisipatif. Akademisi juga berperan melalui pengabdian 

masyarakat serta kolaborasi dengan pemerintah guna 

mendorong inovasi kebijakan berbasis riset. 
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